
 

 

WALI KOTA MAKASSAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR  31 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN 
WAKIL WALI KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA MAKASSAR, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf h Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan  

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Biaya 
Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, 

penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan  
dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan 

tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  

b. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan biaya 
penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

dipandang perlu mengatur pedoman biaya  penunjang 
operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemerintah 

Daerah dengan Peraturan Wali Kota;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali  Kota 
tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang  Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa  kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang  Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);  
4.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);  
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam 

wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);  

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);  
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);  

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana  telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG  
OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
 

1.  Daerah adalah Kota Makassar. 
2.  Wali Kota adalah Wali Kota Makassar. 

3.  Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Makassar. 
4.  Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Makassar. 

5.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah  
Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.  

6.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

7.  Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan, 
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  
8.  Biaya Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional  dalam 

rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, 
dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan  tugas Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota. 
9.  Kegiatan Khusus adalah kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan,  promosi 

dan protokoler lainnya. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

Peraturan Wali Kota Ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam  pelaksanaan 
biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipergunakan 
untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial  masyarakat, pengamanan dan 

kegiatan khusus lainnya.  
 

Pasal 3 

 
Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan  akuntabilitas 

dalam pelaksanaan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  
 

BAB III 

PENGANGGARAN 
Pasal 4 

 
(1) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota  

ditetapkan berdasarkan klasifikasi Asli Pendapatan Asli Daerah di atas 

Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol  koma 
lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah tahun berjalan.  
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Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Makassar 

 

 

Muh. Izhar Kurniawan 

 

DANIATI 

 

(2)  Penganggaran biaya penunjang operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

yang menangani urusan rumah tangga dan/ atau yang menangani  administrasi 
keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Sekretariat Daerah. 

 
BAB IV 

PERTANGGUNGJAWABAN 

 
Pasal 5 

 

Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

 
 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 31 Juli 2023 

 

WALIKOTA MAKASSAR, 

TTD 

          MOH. RAMDHAN POMANTO 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 31 Juli 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

   TTD 

M.  ANSAR 

 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 31 

 


